
 

 

TESIS 

  

 

KEWENANGAN NOTARIS TERKAIT DENGAN PERATURAN 

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN 

PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 

TAHUN 2021 

 

 

 

D 

Disusun Oleh : 

NANDA RISKIANA 

NIM : 12220006 

 

PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN 

FAKULTAS HUKUM 

UNIVERSITAS NAROTAMA 

SURABAYA 

2022 

 

 



 

ii 

 

TESIS 

 

KEWENANGAN NOTARIS TERKAIT DENGAN PERATURAN 

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN 

PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 

TAHUN 2021 

 

 

Diajukan Untuk memperoleh Gelar Magister Dalam Program Studi 

Magister Kenotariatan Pada Fakultas Hukum 

Universitas Narotama Surabaya 

 

 

 

 

Disusun Oleh : 

NANDA RISKIANA 

NIM : 12220006 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN 

FAKULTAS HUKUM 

UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA 

2022 

 

 



 

iii 

 

 



 

iv 

 

 



 

v 

 

 



 

vi 

 

 



 

vii 

 

 



 

viii 

 

 



 

ix 

 

 



 

x 

 

 



 

xi 

 

 



 

xii 

 

 



 

xiii 

 

 



 

xiv 

 

 



 

xv 

 

 



 

xvi 

 

 



 

xvii 

 

 



 

xviii 

 

 



 

xix 

 

 



 

xx 

 

 



 

xxi 

 

 



 

xxii 

 

 



 

xxiii 

 

 



 

xxiv 

 

 

HALAMAN MOTTO 

 

Yosua 1:8 

 

 “Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi 

renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai 

dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu 

akan berhasil dan engkau akan beruntung.” 
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ABSTRAK 
 

KEWENANGAN NOTARIS TERKAIT DENGAN PERATURAN 

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN 

PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 

TAHUN 2021 

 

 

 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan menjelaskan kepastian 

hukum terhadap Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang dibuat dihadapan Notaris 

dapat dijadikan dasar untuk proses balik nama di Kantor Pertanahan dan ratio 

legis hak sewa dapat didaftarkan pada kantor Pertanahan. Dalam penelitian ini 

metode yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang diteliti adalah 

metode pendekatan hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan dan 

dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil yang 

ditemukan dalam penelitian ini adalah pertama, akta Perjanjian Pengikatan Jual 

Beli dapat dijadikan dasar untuk proses balik nama di Kantor Pertanahan dengan 

menggunakan Akta Jual Beli yang ditandatangani dihadapan PPAT berikut 

dengan syarat dan kelengkapannya yang telah dipenuhi oleh para pihak. Akta 

PPJB ini bersifat sementara, dalam hal ini yaitu pengikat sementara antara penjual 

dengan pembeli ketika para pihak menunggu proses AJB yang nantinya dibuat di 

hadapan PPAT. Kedua, ratio legis hak sewa dapat didaftarkan pada kantor 

Pertanahan jika hak sewa tanah diatas hak guna bangunan, hak pengelolaan 

lingkungan berdasarkan sertipikat yang dimiliki oleh perorangan, badan hukum 

ataupun instansi pemerintah. Hak sewa untuk bangunan terjadi atas tanah hak 

milik atau hak sewa untuk bangunan merupakan hak milik yang dibebani hak 

sewa untuk bangunan.  

 

Kata Kunci : Akta Jual Beli, Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli, Hak Sewa. 
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ABSTRACT 

 

NOTARY AUTHORITY RELATED TO THE REGULATION OF THE 

MINISTER OF AGRARIAN AND SAPITAL PLANNING/HEAD OF THE 

NATIONAL LAND AGENCY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA 

NOMOR 16 OF 2021 

 

 This study aims to analyze and explain the legal certainty of the Sale and 

Purchase Binding Agreement made before a Notary can be used as the basis for 

the name process at the Land Office and the legal ratio of lease rights can be built 

at the Land Office. In this research, the method used to answer the researched 

problems is a normative legal approach or library law research and a legal 

approach and a conceptual approach. The results found in this study are first, the 

deed of the Sale and Purchase Binding Agreement can be used as the basis for the 

transfer of names at the Land Office using the Sale and Purchase Deed signed 

before the PPAT along with the terms and completeness that have been fulfilled 

by the parties. This PPJB deed is temporary, in this case the binding between the 

seller and the buyer while the parties are waiting for the AJB process which will 

be made before the PPAT. Second, the ratio legis lease rights can be used at the 

Land Office if the land lease rights are above building use rights, environmental 

management rights are based on certificates owned by individuals, legal entities or 

government agencies. Lease rights for buildings that occur on freehold land or 

rental rights for buildings are property rights that are encumbered with rental 

rights for buildings. 

 

Key Words : Sale and Purchase Deed, Sale Purchase Binding Agreement Deed, 

Rental Rights. 
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RINGKASAN 

 

KEWENANGAN NOTARIS TERKAIT DENGAN PERATURAN 

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN 

PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 

TAHUN 2021 

 

Tesis ini dibagi dalam 4 bab atau bagian sebagai berikut : 

Bab I, Akta Notaris disebut sebagai akta otentik, yang memiliki arti ialah 

kekuatan pembuktian yang sempurna dapat pula ditentukan bahwa siapapun 

terikat dengan akta tersebut sepanjang tidak bisa dibuktikan bukti sebaliknya 

berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Otentik 

merupakan sebuah kata mengandung makna dengan pembuktian yang sempurna. 

Notaris merupakan sebuah jabatan yang mulia, memiliki harkat dan martabat yang 

artinya seorang Notaris harus memiliki sikap adil dan netral. Notaris adalah 

pejabat umum yang independent (mandiri) barhak mengatur, menentukan kantor, 

baik berupa letak maupun bentuk gedung dan karyawan dari jumlah maupun gaji, 

tidak tergantung kepada pejabat maupun lembaga lain. Oleh karena itu masyarakat 

sangat memerlukan kehadiran Notaris, begitu sebaliknya Notaris yang melayani 

masyarakat umum dalam hal pembuatan akta.  

Bab II. Ikatan bersumber dari janji yang sudah berwujud atas dasar sepakat 

antara para pihak, sudah barang tentu tidak boleh dengan semena-mena lalu 

diputus secara sepihak. Setiap perjanjian yang bermula dengan kata sepakat, tidak 



 

xxviii 

 

boleh diputus secara sepihak, sebab pemutusan secara sepihak itu bertentangan 

dengan hakikat dan makna sepakat yang kelahirannya dibina secara bersama-

sama. Perjanjian yang sudah dibangun berdasarkan kata sepakat, jika mau 

diputuskan maka wajib didasarkan pada sepakat para pihaknya sebagaimana awal 

pembentukkannya. Hakikat dan makna sepakat bersumber dari kehendak 

kontraktan yang kemudian dinyatakan agar pihak lain paham untuk kemudian 

membubuhkan tandatangannya kedalam perjanjian. 

Bab III, Tata urutan hak penguasaan atas tanah secara hierarki ialah hak 

bangsa Indonesia atas tanah, hak menguasai Negara atas tanah, hak ulayat 

masyarakat hukum adat, dan hak perseorangan atas tanah. Hak perseprangan atas 

tanah memiliki ruang lingkup yang terdiri dari, hat milik atas satuan rumah susun, 

hak tanggungan, wakaf tanah hak milik, dan hak atas tanah. Hak penguasaan atas 

tanah yang sifatnya perseorangan salah satunya ialah hak atas tanah. Pasal 4 ayat 

1 UUPA menyebutkan bahwa hak atas tanah yakni atas dasar hak menguasai dari 

negara seperti dimaksudkan pada Pasal 2 ditetapkan terdapatnya beberapa macam 

hak atas tanah (permukaan bumi) yang bisa dipunyai dan diberikan pada orang-

orang baik sendiri ataupun bersama dengan badan-badan hukum dan orang lain.  

Bab IV, penutup yang merupakan bahwa Akta PPJB dapat dijadikan dasar 

untuk proses balik nama di kantor pertanahan sepanjang diikuti dengan kuasa 

untuk menjual dan ditindaklanjuti dengan Akta Jual Beli sebagaimana diatur 

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 37 ayat (1) juncto 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016. Ratio legis hak sewa dapat 

didaftarkan pada kantor Pertanahan jika hak sewa tanah diatas hak guna 
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bangunan, hak pengelolaan lingkungan berdasarkan sertipikat yang dimiliki oleh 

perorangan, badan hukum ataupun instansi pemerintah. Hak sewa untuk bangunan 

terjadi atas tanah hak milik atau hak sewa untuk bangunan merupakan hak milik 

yang dibebani hak sewa untuk bangunan.  
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